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REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

disidangkan

No | Kinerjautama | Indikator kinerja utama Penjelasan Penangung | Sumber data
jawab
1 Peningkatan Prosentase Mediasi | Perbandingan antara Panitera Laporan
penyelesaian yang diselesaikan mediasi  yangdisepakati | /Sekertaris Bulanan dan
upaya Mediasi dengan jumlah mediasi laporan
yang diterima dan tahuanan
menjadi perkara
2 | Peningkatan  ja. Prosentase perkara | Perbandingan antara | Panitera / | Laporan
penyelesaian yang diselesikan perkara yang diminutasi | Sekertaris bulanan dan
perkara dan di sampikan kepada laporan
para  pihak  pencari tahunan
keadilan dengan jumlah
perkara yang di regester
Perbandingan antara sisa
_ pt_erk_ara _yang telah Laporan
b. Prosentase sisa | diminutasi dan _ bulanan  dan
perkara yang | disampaikan kepada para | Panitera /
diselesaikan pihak pencari keadilan | Sekertaris laporan
. . tahunan
dengan  jumlah  sisa
perkara
3 | Peningkatan  |a. Prosentase berkas | Perbandingan antara | Panitera / | Laporan
tertib yang diregester dan | berkas  perkara yang | Sekertaris bulanan
administrasi siap disidangkan ke | diterima Pengadilan
perkara Majelis Negeri Bintuhan dengan
berkas  perkara yang




Perbandingan antara
penyampaian

b. Prosentase pemberitahuan Juru Sita Laporan
penyampian pemanggilan sidang tepat bulanan
pemberltghuan waktu dengan jumlah
pemanggilan
. perkara
sidang tepat waktu

Perbandingan antara | Juru Sita

.. Prosentase ggzyitaan_ tepat waktu Laporan
penyitaan tepat gan_ 'Jumlah perkara bulanan
waktu dan tepat yang disidangkan

Perbandlpgan antara Juru Sita Laporan

d. Prosentase penyampian bul
penyampaian pemberitahuan relas utanan
pemberitahuan putusan  tepat  waktu,
relas putusan tepat | tempat dan para pihak
waktu, tempat dan dengan jumlah perkara
para pihak yang telah putus

Perbandingan antara :Zﬂtletret;iis /

e. Prosentase berkas | berkas yang  diajuka Laporan
yang diajukan | banding, kasasi dan PK Bulanan
banding, kasai dan | yang lengkap (terdiri dari
PK yang | Bundel A dan bundel B)
disampaikan secara | de jumlah berkas yang
lengkap dikembalikan oleh

pengadilan tingkat
banding dan Mahkamah
Agung
Peningkatan  ja. Prosentase pegawai | Perbandingan antara | Panitera / | Laporan
kualitas SDM yang lulus diklat | SDM teknis yang | Sekertaris kepegawaian
teknis yuridis diajukan untuk mengikuti
diklat sehingga
memperoleh kelulusan /
bersetifikat diklat tipikor,
HAM, Cakim dengan
jumlah yang mengikuti
diklat
Panitera / | Laporan

b. Prosentase pegawai

a. Perbandingan antara




yang lulus diklat
non yudisial

SDM non teknis
yang diajukan untuk
mengikuti diklat
sehingga
memperoleh
kelulusan /
bersetifikat  diklat
kepemimpinan
sertifikat barang dan
jasa

b. Perbandingan antara
SDM vyang diajukan
untuk mengikuti
pendidikan rintisan
gelar sehingga
memperoleh
kelulusan /
bersetifikat dengan
jumlah yang
mengikuti diklat

Sekertaris

Ketua

PN

dan Panitera
/ Sekertaris

kepegawaian

Laporan
kepegawaian

Peningkatan
kualitas
pengawasan

. Prosentase

pengaduan  yang
ditinadk lanjuti

. Prosentase temuan

yang
ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah
pengaduan yang
ditindaklanjuti mengenai
perilaku aparatur
peradilan (teknis dan non
teknis) dengan jumlah
pengaduan yang
dilaporkan

Perbandingan
temuan yang
ditindaklanjuti hasil
pengawasan internal (tim
pengawasan Pengadilan
Negeri  Bintuhan dan
Badan Pengawasan) dan
eksternal (Badan
Pemeriksaan  keuangan)
dengan temuan yang
dilaporkan

jumlah

Ketua

PN

dan Panitera
/ Sekertaris

Ketua

PN

dan Panitera
/ Sekertaris

Laporan
Hasil
Pengaduan
Masyarkat

Laporan
hasil
Kegiatan
Pengawasan
Melekat

Peningkatan
Aksebilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(Acces

to

Prosentase
penyelesaian
perkara yang dapat
dipublikasikan

proses

Perbandingan prosentase
proses putusan perkara
yang sudah diminutasi
dan dapat didownlod di
website Pengadilan
Negeri Bintuhan (sesuai

Panitera
Sekertaris

/

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan




Justice)

SK KMA No. 144 tahun
2007 tentang keterbukaan
informasi peradilan)
dengan perkara yang
diputus




